
BITPATI TAIVAII IIIUT
PROVIilSI KALIMAIYTAI| STLIITAI{

PERATUR.A.IT EUPATI TAI|IIII LIIUT
NOIIOR f67 TArrUlr 2015

TEIfTANG

STAI{DAR OPERASIOITAL P ROSEDUR
FASILITASI PEIIAUATAf TIARTU ?ASPTI{

DEIIGAIiI RAIIUAT TUIIAI| YAICG !ilAHA ESA

BITPATI TAITIAII LltUT,

Menimbang :a. bahwa daiam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Fasilitasi Pemb uatan Kartu TASPEN,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedun

Mengin gat

b. bahwa berrlasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi
Pembuatan Kartu TASPEN;

1. Undang-Undang Nomor 8 Ta-hun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Unda.ng-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahul 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l di l(alimaltan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27St:

2. Unclang-Undang Nomor 28 Tah un 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara ya-ng Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {l.embara;r Negara Republik
h-rclorresia Tahun 1999 Nomor 75, Tambatran Lembaram
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengr.rndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupa.ten Tanah [aut.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal AJ AtM26g61g

Diundangkan di Pelaihari
Pada tanggal 29 ,I}|,'h,'r golt
SGARTTARIS DIERATI
XIBI'PATTI| TAtrAII I,AUT,

BERITA DAERAH KABUPATENTAI{AH I.AIJTTAHUN 2O15 NOMOR €TI
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